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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 900.13.1/ 21%, /2025
TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI ELEKTRONIFIKASI - BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN ( E-BPHTB) SECARA ONLINE

Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas
pelayanan serta optimalisasi pemungutan pajak
daerah berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan
dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu
mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan
Teknologi secara Online dan Terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Elekronifikasi -
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-
BPHTB) Secara Online Kabupaten Aceh Singkil.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843,)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
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13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor
297}

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI
ELEKTRONIFIKASI - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (E-BPHTB) SECARA ONLINE.

Penerapan pemungutan, pembayaran dan proses Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Online
dan Terintegrasi dilaksanakan melalui Aplikasi E-BPHTB.
Kegiatan pengelolaan BPHTB mulai dari pencatatan
pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta proses
administrasi wajib diselenggarankan dengan menerapkan
sistem aplikasi secara elektronik serta di akses secara
online oleh masyarakat.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal \q yguamber 2etr

U Furodi pufal \uui K
jﬁp TI ACEH SINGKIL,




Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;



